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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026 pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK)
Provinsi Sumatera Selatan dapat disusun. Pelaksanaan survei ini bertujuan untuk mengukur
persepsi dan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan Unit Layanan
Terpadu (ULT), serta menjadi dasar perencanaan perbaikan layanan.

Laporan ini disusun berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan melalui survei daring.
Analisis disajikan dalam perspektif akademis dan manajerial untuk memberikan rekomendasi
yang dapat diitmplementasikan secara praktis. Kami berharap laporan ini menjadi rujukan dalam

perumusan kebijakan peningkatan mutu layanan.

Palembang, Agustus 2026

by
)ra. Ohoyella Erma, M.Ikom
NIP 196904031994032003
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
berorientasi pada kepentingan masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi
instrumen penting untuk memperoleh umpan balik secara sistematis dari pengguna layanan
mengenai kualitas pelayanan sekaligus menjadi dasar perencanaan perbaikan layanan.

Berdasarkan laporan SKM Tahun 2026 Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi
Sumatera Selatan, survei dilaksanakan untuk mengukur persepsi dan tingkat kepuasan
pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan Unit Layanan Terpadu (ULT). Survei
menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan kuesioner daring dan melibatkan 94
responden.

Hasil survei menunjukkan capaian yang sangat baik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
yang dilaporkan adalah 98,12 dan termasuk kategori A (Sangat Baik). Namun, capaian yang
tinggi tetap perlu diikuti dengan tindak lanjut berbasis prioritas agar kualitas layanan dapat
dipertahankan dan area yang relatif lebih rendah dapat ditingkatkan.

B. Dasar Hukum
Penyusunan tindak lanjut ini mengacu pada dasar hukum yang digunakan dalam laporan SKM
BGTK Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik.

3. Keputusan Menteri PANRB Nomor 441 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

4. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Pedoman Pelayanan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis BGTK.

Dasar hukum tersebut tercantum dalam laporan SKM BGTK Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2026.

C. Tujuan

e menindaklanjuti hasil evaluasi SKM Tahun 2026 secara terukur dan berkelanjutan;

e meningkatkan kualitas unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif lebih rendah;

e memperkuat responsivitas, transparansi, dan kemudahan akses layanan ULT;

e menjadikan hasil SKM sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan peningkatan
mutu pelayanan publik.



D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tindak lanjut meliputi hasil evaluasi unsur pelayanan, identifikasi area prioritas,
rencana aksi, penanggung jawab, indikator keberhasilan, serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan perbaikan layanan ULT BGTK Provinsi Sumatera Selatan.



BAB II
HASIL ANALISIS SURVEI

A. Gambaran Umum Hasil SKM
Survei melibatkan 94 responden pengguna layanan ULT BGTK Provinsi Sumatera Selatan.

Instrumen menggunakan skala Likert 14 dan mencakup unsur pelayanan yang digunakan
dalam laporan SKM Tahun 2026.

Nilai IKM yang tercantum dalam laporan adalah 98,12 dengan kategori A (Sangat Baik).
Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pengguna layanan memiliki persepsi yang
sangat positif terhadap pelayanan ULT BGTK Sumsel.

Komponen Hasil Kategori/Interpretasi
Nilai IKM/SKM 98,12 A/ Sangat Baik
Responden 94 orang Pengguna layanan ULT

Unsur terendah berdasarkan

rekap Kategori Pelayanan: 82,97 Prioritas peningkatan

Unsur relatif rendah

berikutnya Kewajaran Tarif: 92,55 Perlu penguatan informasi

B. Identifikasi Unsur yang Perlu Ditingkatkan

Berdasarkan rekapitulasi nilai konversi pada laporan sumber, unsur dengan nilai terendah
adalah Kategori Pelayanan sebesar 82,97. Unsur relatif rendah berikutnya adalah Kewajaran
Tarif sebesar 92,55. Sementara itu, Kecepatan Pelayanan, Sikap Petugas, dan Kondisi Fasilitas
masing-masing tercatat 100,00.

Catatan penting: data sumber tidak menunjukkan bahwa Waktu Pelayanan merupakan unsur
terendah. Justru data survei menunjukkan 94 responden menilai pelayanan cepat dan 0
responden menilai lambat. Oleh karena itu, tindak lanjut dalam draf ini memprioritaskan
Kategori Pelayanan dan Kewajaran Tarif agar konsisten dengan data sumber.

C. Analisis Permasalahan dan Arah Perbaikan

1. Kategori Pelayanan. Kategori layanan yang digunakan responden cukup beragam, dengan
layanan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi PTK menjadi kategori yang paling banyak
digunakan, yaitu 78 responden (82,97%). Laporan merekomendasikan standardisasi produk
layanan, validasi digital dokumen, serta jaminan layanan purna/follow-up.

2. Kewajaran Tarif. Sebanyak 87 responden menilai wajar dan 7 responden menilai tidak wajar.
Laporan merekomendasikan penetapan dan publikasi standar biaya layanan, pencantuman
layanan bertarif resmi, serta penggunaan antrean elektronik dan notifikasi status permohonan.



3. Penanganan pengaduan. Walaupun nilainya tinggi, masih terdapat 1 responden yang
menyatakan pengaduan tidak ditangani. Laporan sumber merekomendasikan sistem tiket
pengaduan, penetapan waktu respons, publikasi statistik penanganan, dan koordinasi lintas unit.



BAB III

RENCANA TINDAK LANJUT

A. Prinsip Pelaksanaan
Tindak lanjut dilaksanakan dengan pendekatan perbaikan berkelanjutan melalui siklus Plan—
Do—Check—Act (PDCA), dengan menempatkan hasil SKM sebagai dasar penetapan prioritas,
pelaksanaan perbaikan, pemantauan capaian, dan penyempurnaan layanan. Pendekatan ini
sejalan dengan rencana aksi yang telah tercantum dalam laporan SKM BGTK Sumsel Tahun

2026.

B. Matriks Rencana AKksi

No | Prioritas Masalah/Temu | Rencana Tindak | Indikator Penanggun | Targe

an Lanjut Keberhasilan | g Jawab t
1 Kategori Nilai 82,97 | Standardisasi Informasi Koordinato | 1
Pelayanan | merupakannilai | produk layanan; | dan produk | r ULT, Tim | bulan

terendah pada | penyusunan layanan IT, Tim
rekapitulasi. katalog/daftar terstandar; layanan

layanan; dokumen

validasi digital | tervalidasi;

dokumen; pengguna

penguatan memperoleh

layanan purna. | informasi

yang jelas.
2 | Kewajaran | 87 responden | Memperjelas Informasi Koordinato | 1
Tarif menilai  wajar | status biaya/status | r ULT, Tim | bulan
dan 7 responden | gratis/bertarif; gratis Publikasi
menilai  tidak | mempublikasik | tersedia dan
wajar. an standar biaya | mudah
resmi; diakses;
memasang tidak ada
informasi biaya | ketidakjelasa
pada kanal | n tarif.
layanan.

3 Penangana | Masih terdapat | Implementasi Setiap Tim ULT & | Q3
n 1 responden | sistem tiket | pengaduan IT 2026
Pengaduan | yang pengaduan; tercatat,

menyatakan SOP  respons | memiliki

pengaduan maksimal 3x24 | status, dan

tidak ditangani. | jam; monitoring | mendapat
status respons
pengaduan. sesuai SLA.

4 | Kompeten | Nilai tinggi | Pelatihan Petugas Bagian Q4
si Petugas | perlu service mengikuti SDM & | 2026

excellence dan | pelatihan




dipertahankan | literasi digital; | dan hasil | Widyaiswar
dan diperkuat. | evaluasi evaluasi a
berbasis umpan | layanan

balik pengguna. | dipantau.

C. Tahapan Pelaksanaan Tindak Lanjut

5.

9.

10.

1.

Menyampaikan hasil evaluasi SKM kepada pimpinan dan unit/petugas layanan sebagai
bahan perbaikan.

Menetapkan prioritas perbaikan pada unsur Kategori Pelayanan dan Kewajaran Tarif.
Menyusun dan memperbarui standar informasi layanan, termasuk katalog layanan,
persyaratan, produk, dan informasi biaya/status gratis.

Mengembangkan atau memperkuat kanal digital, termasuk FAQ, QR code, sistem tiket
pengaduan, dan notifikasi status permohonan.

Melaksanakan pelatihan service excellence dan literasi digital bagi petugas layanan.
Melakukan monitoring capaian tindak lanjut dan menyusun dokumentasi bukti
pelaksanaan.

Melakukan evaluasi ulang melalui SKM berikutnya untuk mengukur efektivitas perbaikan.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara berkala oleh penanggung jawab layanan dengan menggunakan
indikator sederhana: keterlaksanaan kegiatan, ketersediaan informasi layanan, kecepatan
respons pengaduan, penyelesaian tindak lanjut, serta perubahan nilai unsur pelayanan pada
survei berikutnya. Hasil monitoring dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan

keputusan.

Rencana aksi yang telah ada dalam laporan SKM sumber juga memuat implementasi sistem
tiket dan SOP respons 3x24 jam, antrean elektronik dan monitoring SLA, pelatihan service
excellence/literasi digital, serta pembaruan website, FAQ, leaflet, dan video tutorial.



BAB 1V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil SKM Tahun 2026 pada BGTK Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tingkat kepuasan
masyarakat yang sangat baik, dengan nilai IKM 98,12 kategori A (Sangat Baik). Meskipun
demikian, hasil yang tinggi tidak menghilangkan kebutuhan untuk melakukan perbaikan
berkelanjutan, terutama pada unsur yang memperoleh nilai relatif lebih rendah.

Berdasarkan data sumber, prioritas tindak lanjut diarahkan pada Kategori Pelayanan dengan
nilai 82,97 dan Kewajaran Tarif dengan nilai 92,55. Penanganan pengaduan juga perlu
diperkuat sebagai tindakan preventif karena masih terdapat responden yang menyatakan
pengaduannya belum ditangani.

Tindak lanjut diarahkan pada standardisasi dan digitalisasi informasi layanan, transparansi
informasi biaya, penguatan sistem pengaduan, peningkatan kompetensi petugas, serta
monitoring dan evaluasi berkala.

B. Komitmen Tindak Lanjut

BGTK Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen menjadikan hasil SKM sebagai dasar nyata
dalam peningkatan mutu pelayanan publik. Setiap rencana aksi dilaksanakan secara terukur,
terdokumentasi, dan dievaluasi untuk memastikan bahwa perbaikan memberikan dampak
terhadap kemudahan, kepastian, kecepatan, transparansi, dan kenyamanan pengguna layanan.

Dengan pelaksanaan tindak lanjut yang konsisten, diharapkan kualitas pelayanan ULT BGTK
Provinsi Sumatera Selatan dapat dipertahankan pada kategori sangat baik sekaligus
meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.



